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BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

. a.

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati
wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk
memperoleh persetujuan bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan
dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang
dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah
Daerah bersama DPRD pada tanggal 30 Agustus Tahun 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah
Tahun Anggaran 2022;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka
menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka
menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
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Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dab wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6224):

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembarab
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2005
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005
Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Adminsitratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2021 Nomor 5);

Peraturan daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah
Kabupaten Garut.

Bupati adalah Bupati Garut.

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
dengan rincian sebagai berikut:

a.
b.

Pendapatan Daerah .........cccoeoiiiiiiiiiiiiiiiiiiin Rp4.232.868.903.338,00
Belanja Daerah ........c.oooooiiiiiiiiiiiiiii Rp4.418.868.903.338,00
Surflus/(Defisit) .....ocvveiiiiiiiiii Rp(186.000.000.000,00)
Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan .......cccoveiiiiiiiiiiiiiiii i Rp196.000.000.000,00
2. Pengeluaran .........cccccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieen Rp10.000.000.000,00
Pembiayaan Netto .........cocooviiiiiiiiiiiiiiiiniien Rp186.000.000.000,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan.. RpO0,00
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Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp4.232.868.903.338,00 (empat triliun dua
ratus tiga puluh dua miliar delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus
tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

a.
b.

(2)

(1)

(2)

(3)

Pendapatan Asli;
Pendapatan Transfer; dan

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
direncanakan sebesar RpS538.398.717.097,00 (lima ratus tiga puluh delapan
miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu
sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajak Daerah;

b. Retribusi Daerah;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp152.811.500.000,00 (seratus lima puluh dua miliar delapan ratus sebelas juta
lima ratus ribu rupiah).

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp20.852.839.420,00 (dua puluh miliar delapan ratus lima puluh dua
juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah).

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.697.685.085,00 (lima miliar
enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu
delapan puluh lima rupiah).

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp359.036.692.592,00 (tiga ratus lima
puluh sembilan miliar tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu
lima ratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan
sebesar Rp3.662.824.173.552,00 (tiga triliun enam ratus enam puluh dua miliar
delapan ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima
puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar daerah.

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp3.434.311.879.765,00 (tiga triliun empat ratus
tiga puluh empat miliar tiga ratus sebelas juta delapan ratus tujuh puluh
sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp228.512.293.787,00 (dua ratus dua puluh delapan
miliar lima ratus dua belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus
delapan puluh tujuh rupiah).
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Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp31.646.012.689,00 (tiga puluh satu miliar enam
ratus empat puluh enam juta dua belas ribu enam ratus delapan puluh sembilan
rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan hibah;
b. dana darurat;

c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp31.646.012.689,00 (tiga puluh satu miliar enam ratus empat puluh
enam juta dua belas ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).

(3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp0,00 (nol
rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar
Rp4.418.868.903.338,00 (empat triliun empat ratus delapan belas miliar delapan
ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan
rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasional;

b. belanja modal;

c. Dbelanja tidak terduga; dan
d

belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a
direncanakan sebesar Rp3.190.766.826.443,00 (tiga triliun seratus sembilan
puluh miliar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam
ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga;

d. belanja hibah; dan

e. Dbelanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp1.853.411.694.499,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh tiga miliar
empat ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus
sembilan puluh sembilan rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp1.050.947.062.009,00 (satu triliun lima puluh miliar
sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam puluh dua ribu sembilan rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp0,00 (nol rupiah).



(5)

(1)

(2)

(4)

(9)

(6)

8

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp282.270.820.935,00 (dua ratus delapan puluh dua miliar dua ratus tujuh
puluh juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf e direncanakan
sebesar Rp4.137.249.000,00 (empat miliar seratus tiga puluh tujuh juta dua
ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
direncanakan sebesar Rp414.503.364.911,00 (empat ratus empat belas miliar
lima ratus tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus sebelas
rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal tanah;

b. belanja modal peralatan dan mesin;

c. belanja modal bangunan dan gedung;

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
e. belanja modal aset tetap lainnya;

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp37.895.997.070,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan
puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah).

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp73.847.757.800,00 (tujuh puluh tiga miliar
delapan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan
ratus rupiah).

Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp141.706.387.278,00 (seratus empat puluh satu
triliun tujuh ratus enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh
puluh delapan rupiah).

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp127.271.190.416,00 (seratus dua puluh tujuh
miliar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus
enam belas rupiah).

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp33.782.032.347,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus
delapan puluh dua juta tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c
direncanakan sebesar Rp90.506.426.465,00 (sembilan puluh miliar lima ratus enam
juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), yang
terdiri atas belanja tidak terduga.

(1)

Pasal 11

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d
direncanakan sebesar Rp723.092.285.519,00 (tujuh ratus dua puluh tiga miliar
sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan
belas rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja bagi hasil; dan

b. belanja bantuan keuangan.
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(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp17.366.433.942,00 (tujuh belas miliar tiga ratus enam puluh enam
juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp705.725.851.577,00 (tujuh ratus lima miliar tujuh ratus
dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh
tujuh rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar
Rp186.000.000.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar rupiah), yang terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf a direncanakan sebesar Rp196.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh
enam miliar rupiah), yang terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya;
b. penerimaan pembiayaan lainnya.

(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp196.000.000.000,00
(seratus sembilan puluh enam miliar rupiah);

(3) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang
terdiri atas:

a. penyertaan modal daerah;
b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah
mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(186.000.000.000,00)
(seratus delapan puluh enam miliar rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap
pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp186.000.000.000,00 (seratus
delapan puluh enam miliar rupiah).



(1)

(2)

(3)
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Pasal 16

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran
melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya
dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu
melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, dan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan
Realisasi Anggaran

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

b.

C.

bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar
biasa;

pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan
publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

b.

kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak
dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang
undangan; dan/atau

pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.

7Q

Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Lampiran I Ringkasan APBD yang  Diklasifikasi menurut Urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi,

Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

Lampiran IV  Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan
Beserta Keluaran;

Lampiran V = Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan

Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;

Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;

Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD

dan PPAS dengan Rancangan APBD;



i. Lampiran IX

j- Lampiran X
k. Lampiran XI
l. Lampiran XII

m. Lampiran XIII

n. Lampiran XIV
Lampiran XV
p. Lampiran XVI
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Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan
PPAS dengan Rancangan APBD;
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Daftar Piutang Daerah;
Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah dan Aset LainLain;
Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multy years);
Daftar Dana Cadangan; dan

Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 27 - 12 - 2021

BUPATI GARUT,
ttd

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 27 - 12 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

ttd
NURDIN YANA Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
TAHUN 2021 NOMOR 9 Wb,

Ditandatangani secara elektre

M KRISTANTI WAHYUNILSH W
NIP. 197406082005012009

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT:

(9/267/2021)
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